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IRFANDI (B111 10 918), UPAYA APARAT KEPOLISIAN DALAM 
MENANGANI TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA KONFLIK 
HORIZONTAL DI KABUPATEN LUWU UTARA dengan Dosen 
Pembimbing Bapak Muhadar Selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa 
Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana pada konflik horizontal di Kabupaten Luwu Utara, 
serta untuk mngetahui upaya Aparat Kepolisian dalam menangani tindak 
pidana yang terjadi pada konflik horizontal di Kabupaten Luwu Utara. 
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Luwu Utara, juga di 
POLRES Kabupaten Luwu Utara dengan mewawancarai oknum Aparat 
Kepolisian POLRES Kabupaten Luwu Utara juga masyarakat Kabupaten 
Luwu Utara 
Sumber data yang diperoleh yaitu data yang didapatkan dari hasil 
kunjungan kelokasi penelitian yaitu POLRES Luwu Utara, tokoh 
masyarakat di daerah-daerah rawan konflik juga buku-buku yang relevan 
dengan masalah yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk 
menganalisis hasil penelitian. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa. Faktor 
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada konflik 
horizontal di Luwu Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor 
pengetahuan dan pemahaman konflik, hampir semua masyarakat 
meletakkan pengertian konflik sebagai benturan fisik. Sukuisme Inilah 
yang dianggap sebagai akar masalah konflik karena isu yang berbau Sara 
mudah sekali ditiupkan untuk menghantam kelompok lain. Pendidikan, 
rendahnya tingkat pendidikan salah satu penyebab konflik. Budaya dan 
tradisi. Isu pemberitaan yang tidak adil Isu, tentang penyerangan 
membuat semua Desa yang bertetangga siap perang. Kenakalan remaja 
dan minuman keras, bentuk kenakalan remaja yang paling jelas adalah 
minuman keras (mabuk-mabukan) dan perkelahian, kurangnya ruang 
berkumpul dan aktualisasi diri, di kabupaten Luwu Utara sangat kurang 
ruang-ruang publik dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan 
interaksi. Adapun upaya Aparat Kepolisian dalam menangani tindak 
pidana yang terjadi pada konflik horizontal adalah upaya tindakan 
penanganan struktural, menggunakan  cara yang mengedepankan sangsi 
yang lebih keras dan menggunakan instrumen senjata, dan penjara. 
Tindakan preventif, melakukan tembakan peringatan pada saat konflik 
berlangsung dan dengan menghancurkan atau melakukan pengelolaan 
terhadap penyebab konflik. Tindakan persuasif, melakukan rekonsiliasi 
dengan cara memediasi dan negoisasi pihak-pihak yang bertikai dengan 
mengedapankan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Dan 
mengadakan pos-pos polisi disetiap perbatasan Desa. 
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ABSTRACT 
IRFANDI (B111 10 918), POLICE FORCES EFFORT IN ADDRESSING 
CRIME THAT HAPPEN TO CONFLICT HORIZONTAL LUWU UTARA 
with Supervisor Muhadar As a Supervisor I and Nur Azisah As 
Supervisor II. 
 This study is about to know factors The cause of horizontal conflict 
in North Luwu, and as well as to know the Police Efforts to dealing the 
horizontal conflict criminal in North Luwu. The research was conducted in 
the area of North Luwu District, also in POLRES by interviewing officers of 
the Police communities In North Luwu  
The Data Source obtained by the results of that research to visit at 
POLRES North Luwu, The stakeholders in conflict, also the books that are 
relevant to the issues examined. The techniques data collect used were 
interviews and literature which is a reference to analyze the results.  
The results of this research are depend on Factors cause 
horizhontal conflict in North Luwu, it  caused by several factors; they are 
knowledge and understanding of conflict, almost all the people putting the 
notion of conflict as a physical impact. Tribalism This is regarded as the 
root cause of conflict because of the issues that smells Sara breathed 
easy to hit the other groups. The low of Education is one of the causes of 
conflict. Culture and tradition. The issue of unfair reporting issues, about 
the attack made all the neighboring village ready for war. Juvenile 
delinquency and alcohol, juvenile delinquency form the most obvious is 
the liquor (drunkenness) and fights, lack of space assembled and self-
actualization. In North Luwu district lacking public spaces where people 
can gather and interact. The efforts of the Police in dealing with criminal 
offenses that occur on horizontal conflict is structural remedial action 
efforts, using a method that puts tougher sanctions and the use of 
instruments of weapons, and prison. Preventive action, firing warning 
shots during the conflict and to destroy or take over management of the 
causes of conflict. Persuasive action, reconciliation by means of mediating 
and negotiating parties clashed with mengedapankan customs prevailing 
in the society. And held police stations in every village border. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, tujuan 
bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan 
sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 
merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk 
turutserta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh 
wilayah indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di 
setiap wilayah kesatuan Republik Indonesia. 
UUD 1945 dan UU No. 39/1999 memberikan suatu jaminan 
perlindungan bagi suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia untuk 
hidup secara damai diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sebuah pemerintahan yang menjalankan sebuah Negara 
diberikan obligasi untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai 
konsiderasi dalam pembentukan sebuah kebijakan. Pelayanan publik 
merupakan obligasi institusi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk 
menyediakan berbagai keperluan rakyatnya. Penyediaan keamanan/rasa 
aman merupakan salah satu bagian esensial dalam tugas sebuah 
pemerintahan. Ketika muncul saat dimana kewajiban tersebut tidak 
diaplikasikan, atau malah disalagunakan oleh pemerintahan tersebut, 
maka pecahlah konflik.  
2 
Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah 
telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah 
menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan 
konflik, Penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan 
konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai 
dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara 
damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. 
Penanganan konflik pada saat terjadi konflik, dilakukan melalui upaya 
penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan 
darurat penyelamatan dan pelindungan korban, dan/atau pengerahan dan 
penggunaan kekuatan TNI. Selanjutnya, pada fase pasca konflik, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya 
Pemulihan Pasca Konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 
terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. UU No. 7 
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga mengatur mengenai 
peran serta masyarakat, dan pendanaan penanganan konflik. 
Konflik merupakan salah satu tanda gerak masyarakat yang 
sedang mengalami perubahan cepat. Tetapi jika tidak dikendalikan secara 
baik, konflik akan menjadi hambatan dan mengandung daya rusak tinggi 
terhadap stabilitas keamanan, sosial, ekonomi, sampai ideologi. 
Sebaliknya, jika konflik dapat dikendalikan dan diarahkan secara positif 
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akan menciptakan iklim sosial aktif yang dapat diharapkan mendukung 
proses demokratisasi. Dan  dari itu keadaan chaos yang terjadi di Luwu 
Utara perlu dicari akar masalahnya, karena identifikasi sosial yang ekstrim 
dan penuh curiga, baik berlatar belakang suku, pribumi-pendatang, dan 
perbedaan agama. 
Konflik yang terjadi di Luwu Utara, merupakan konflik yang umum 
terjadi di beberapa daerah-daerah lainnya. Mulai dari konflik agama, 
konflik berlatar kekuasaan, konflik yang berlatarkan gengsi suatu daerah 
kedudukan, konflik Kesukuan atau Ras, dan konflik perselisihan kaum 
mudah/pemuda. Maraknya konflik yang terjadi membuat keadaan/kondisi 
tidak aman dan nyaman, aktivitas masyarakat tidak stabil sehingga 
membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, hanya demi suatu 
gengsi kedudukan yang mengatas namakan solidaritas yang tinggi, hal 
inilah yang membuat konflik Horizontal terjadi dan tak terhindarkan. 
Persoalan konflik yang berkembang luas di Luwu Utara sejak 
Tahun 1994, berakibat pada runtuhnya hubungan harmonis antar 
kelompok dan antar golongan, rusaknya kohesi sosial antar Desa. 
Legitimasi Pemerintah lemah, sementara lembaga akar rumput kehilangan 
peran. Lembaga-lembaga akar rumput, seperti kelompok perempuan, 
buruh, petani, sulit diharapkan peran aktifnya karena memiliki kapasitas 
yang sangat terbatas. Demikian pula lembaga adat yang memiliki peran 
kunci dimasa lalu, ruang geraknya semakin sempit, sementara 
kepemimpinan formal dari birokrasi pemerintah kehilangan legitimasi. 
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Akibatnya, peran dan kepemimpinan dari level atas sampai bawah tidak 
jelas, dimana masyarakat kehilangan kekuatan pemersatu (unifing factor). 
Sekilas tentang konflik yang terjadi di Luwu Utara begitu rumit dan 
mengganggu tatanan kehidupan antara masyarakat, keberlangsungan 
konflik ini sudah begitu lama yang dimana awalnya pada tahun 1994 
dilatar belakangi sikap gengsi antara Desa atas yaitu Baloli dengan Desa 
Bawah yaitu Indo Koro yang dimana apa bila warga Baloli datang ke 
Pasar Sentral merasa dikucilkan, direndahkan oleh warga Indo Koro 
karena,  Indo Koro lebih dekat jaraknya dari pasar sentral ketimbang Desa 
Baloli jadi warga Indo Koro merasa lebih berkuasa atas Pasar sentral 
tersebut, warga Desa Baloli tidak terima atas perlakuan itu karena merasa 
harga dirinya di injak-injak dan merekapun tidak terima warga Desa Indo 
Koro berkuasa di Pasar Sentral, merekapun merasa gengsi sehingga 
terjadilah konflik antara keduanya, berawal dari situlah penyebab-
penyebab konflik lainnya terjadi meski hanya masalah sepele dari 
kalangan pemuda bahkan anak-anakpun yang apabila terjadi perselisihan 
orang-orang tua ambil bagian dalam perselisihan tersebut sehingga 
perpecahan di kedua pihak tidak bisa terhindarkan. 
Berbeda halnya dengan Desa Salassa, Baebunta, Dandang, 
Kalotok sebagai pihak pribumi dan Kampung Baru sebagai pendatang, 
Kampung Baru memandang bahwa penyelesain masalah tanah lewat 
sertifikat memang memberi jaminan hukum, tetapi ternyata masih memiliki 
legitimasi sosial rendah di mata masyarakat pribumi karena, cara 
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penanganan lewat Kepala Desa, camat dan Pengadilan Negeri, seringkali 
disinyalir KKN dan butuh biaya tinggi. Menurut masyarakat pribumi 
pemanfaatan lembaga adat dengan kerangka hukum adat merupakan 
jalan alternatif yang sangat pantas, dan itupun bertolak belakang dengan 
masyarakat pendatang baru sehingga terjadilah perpecahan yaitu konflik 
antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga 
ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, kepolisian juga memiliki 
prosedur dalam mengatasi konflik horizontal. Namun, kepolisian dinilai 
lamban dalam menangani konflik horizontal yang terjadi di Luwu Utara, 
buktinya sampai sekarang perpecahan/konflik antara Daerah masih saja 
sering terjadi. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik 
untuk membahas permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam 
penyelesain studi penulis, dengan judul skripsi :Upaya Aparat 
Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Horizontal Di 






B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan mengenai permasalahan ini dapat terjawab 
dengan tepat dan tidak mengambang. Maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana  
dalam konflik Horizontal di Luwu Utara ? 
2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak 
pidana konflik Horizontal di Luwu Utara ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya tindak Pidana konflik Horizontal di Luwu Utara; 
b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Aparat Kepolisian 
dalam menangani tindak Pidana konflik Horizontal di Luwu 
Utara; 
 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dengan 
adanya penelitian ini, hendaknya :  
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1. memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis 
mengenai konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. 
2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada 
Penulis mengenai dan mengetahui upaya aparat kepolisian 
dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di 
Kabupaten Luwu Utara. 
3. Dapat menjadi masukan kepada Aparat Kepolisian dalam 
melakukan tindakan ketika menangani tindak Pidana yang 
terjadi pada konflik Horizontal di Luwu Utara. 
4. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, 
dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis 
dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu penerapan hukum 














A. Pengertian Tindak Pidana  
Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak Pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian di 
terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 
sarjana  Indonesia antara lain : 
1. Tindak Pidana 
2. Delict, dan 
3. Perbuatan Pidana 
Secara doktrinal, dalam hukum Pidana dikenal dua pandangan 
tentang perbuatan Pidana (Sudarto 1986 : 31-32), yaitu : 
1. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan 
sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana 
sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang di larang (criminal act) 
dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (criminal responbility). 
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  Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185) tindak pidana 
adalah : 
Tindak pidana melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat di hukum. 
 
Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat 2008 : 
105) untuk adanya suatu tindak Pidana harus di penuhi unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
2. Diancam dengan Pidana. 
3. Melawan Hukum. 
4. Dilakukan dengan kesalahan. 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
 
 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa 
pidana, di rumuskan oleh Simons yang berpandangan Monistis 
sebagai “kelakuan (Handeling) yang diancam dengan pidana, dimana 
bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan 
dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. 
a. Andi Zainal Abidin (1987 : 250) mengemukakan bahwa “kesalahan 
yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan 
culpalata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut : 
Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana 
(criminal act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang 
melawan hukum, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana 
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(criminal liability) dan mecakup kesengajaan, kealpaan dan 
kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. 
b. J. Bauman (Sudarto 1975 : 31-32), “perbuatan/tindak pidana 
adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan di lakukan dengan kesalahan”. 
c. Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 : 106), “tindak pidana 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. 
d. Van Hammel (Andi Zainal Abidin : 1987 : 250) yang berpandangan 
monistis juga merumuskan strafbaarfeit bahwa, “perbuatan 
manusia yang diuraikan oleeh undang-undang melawan hukum, 
strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk di pidana), dan dapat 
dicelah karena kesalahan (en dan schoul to wijten)” 
 
2. Pandangan Dualistis. 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban 
pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup didalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, 
sedangkan menurut pandangan dualistis (tongat 2008 : 106) yaitu: 
Dalam tindak pidana hanya di cakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur pidana. Oleh karena itu untuk 
adanya pidana tidak cukup hanya apabila terjadi tindak pidana, 
tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung 
jawaban pidana.  
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Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para 
sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut : 
a. Pompe (Sudarto 1975 : 31-32), dalam hukum positif strafbaarfeit 
tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam 
ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan 
kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. 
b. Moeljatno (Sudarto : 31-32), “perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan 
tersebut”. 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi 
unsur (Tongat 2008 : 107) sebagai berikut :  
1. Adanya perbuatan (manusia). 
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) 
KUHPidana) 
3. Bersifat melawan hukum  (hal ini merupakan syarat materil, terkait 
dengan di ikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam 
fungsinya yang negatif). 
 
Moeljatno (1984 : 54) yang berpandangan dulistis 
menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan 
menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum dan larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
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Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakup pertanggung jawaban pidana (criminal responbility). 
Namun demikian Moeljatno (Sudarto 1975:31-32) juga 
menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan 
telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang 
melakukan itu mampu bertanggung jawab atau tidak”. 
 
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
1. Pengertia Kepolisian 
 
Moylan (1953 : 4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti 
serta pengertian kepolisian sebagai berikut : 
 
“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang 
berbeda-beda dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara 
terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena 
masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah 
dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “contable” di inggris 
mengandung arti tertentu bagii pengertian ”polisi”, yaitu bahwa 
contable mengandung dua macam arti, pertama sebagai 
satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (polisi 
contable) dan kedua berarti kantor polisi (office of constable). 
 
Disamping itu istilah “police” dalam bahasa inggris 
mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith 
(Anton Tabah 2002 : 33) dalam bukunya “The Blind Eya of History” 
yang mengatakan “police in the english language came to mean any 
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kind of planing for improving of ordering communal existence”.. dari 
defenisi tersebut dapat diratikan bahwa Charles Reith mengatakan 
bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi 
dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan. 
Perkembanagan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah 
“Hukum Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah  “Hukum 
Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang 
bertalian dengan polisi.  
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa 
ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 
1945, Polri mencoba memakai sistem Kepolisian federal membawah di 
Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar 
Provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 
Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (The Indonesian National 
Police). Sistem Kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia 
sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat 
membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor 
(kecematan). Dan sistem inilah yang dipakai sampai sekarang. 
Ada empat syarat baku untuk membangun kepolisian yang 
kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, welfare mencakup 
kesejahteraan dan sarana Kepolisian (Anton Tabah 2002 : 3). 
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Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di 
sini, yang dibentuk oleh BPKI (panitia persiapan kemerdekaan 
indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan maka sejak 
tanggal 1 juli 1946 Polri juga Kepolisian Nasional dalam satu 
Komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri dapat membentuk 
komando satuan Kepolisian sampai ke tingkat Kecematan di seluruh 
Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian 
daerah di tingkat Provinsi, Kepolisian wilayah di tingkat Kabupaten, 
kepolisian distrik di tingkat antar Kecematan dan kepolisian sektor di 
tingkat Kecematan bahkan pos-pos polisi dan Bintara Pembina 
Kantibmas di tingkat Desa (Babinkantibmas). 
 
2. Tugas dan wewenang  Kepolisian 
Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu 
sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di 
masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang 
berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan 
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berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan 
kompleks. 
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah 
amandemen) : 
“Kepolisinan Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara 
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 
menegakkan hukum” 
 
Berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa 
prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti 
tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara 
menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan 
masyarakat merupakan perioritas kedua dari tindakan kepolisian. 
Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil 
dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman 
yang ada. Diibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman 
sebagaimana yang dimaksud : 
a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum 
Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku 
penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) 
dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi 
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kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum 
peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk : 
1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana 
dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja 
berdasar kekuasaan akan hilang; 
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau 
tindakan sewenang-wenang; 
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum; 
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan 
sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap 
untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. 
 
b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat 
Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang 
diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun 
yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas 
oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran 
ini diwujudkan dalam bentuk : 
1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak 
arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat; 
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2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan 
meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat; 
3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya 
melanggar hukum karena interest tertentu; 
4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi 
masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu 
ketentraman masyarakat. 
 
c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service) 
Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan 
tugas Polri baik pre-emtif, preventif maupun represif. Peran ini 
merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan 
masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara 
dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, 
melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan 
perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. 
aktualisasi dari peran Polri ini adalah : 
1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralisir segala 
potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas; 
2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk 
pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta 
mengancam dengan kekerasan; 
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3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga 
memberikan kepuasaan bagi yang dilayani. 
Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan 
landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang. 
Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak 
hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan 
perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan 
wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 
sebagai berikut : 
1) Pasal 13 
Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; 
2. Menegakkan hukum; 





2) Pasal 14 
 
Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
dengan kebutuhan; 
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan; 
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
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warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan. 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional; 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinanaan teknis 
terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai Negeri Sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa; 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian 
untuk kepentingan tugas kepolisian; 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang; 
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta 





3) Pasal 15 
 
1. Dalam rangka meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara umum berwenang : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan 
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif Kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
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j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta kegiatan masyarakat. 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesui dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang : 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian 
umum dan dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin operasinal dan melakukan pegawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat 
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa 
dalam bidang teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain 
dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap 
orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan 
kordinasi instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi 
Kepolisian Internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian; 
 
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) huruf a dan di atur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
 
4) Pasal 16 
1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 dan 14 di bidang proes pidana, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 
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a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 
dalam rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkal orang yang di sangka 
melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil 
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan 
kepada penuntut umum ; dan 
l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
2. Tindakan lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf 1 
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang di laksanakan 
jika memenuhi syarat sebagai beikut : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
tindakan tersebut di lakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa; dan 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
 
 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempst dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin 
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lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin 
meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 
program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 
yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey 
(Ramli Atmasasmita 1983 : 66) yang mengemukakan bahwa dalam crime 
prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu : 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, 
merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara 
yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang 
pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang 
dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention 
(preventif). 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif. 
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a. Upaya Preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan 
untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang 
pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba 
untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 
sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar 
tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan 
karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa 
suatu keahlian khusus dan ekonomis. 
 
Barnest dan Teeters (Ramli Atmasaamita, 1983 : 79) 
menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan 
yaitu : 
 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan 
untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial 
atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke 
arah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, 
sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 
gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau 
kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis  yang 
cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis. 
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Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas 
menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan 
ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi 
seseorang  kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada 
keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologos, psikologis, 
merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita 
melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita 
menciptakan suatu kondisi deperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga 
kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan 
menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran 
dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban 
merupakan tanggung jawab bersama. 
b. Upaya Represif  
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 
serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 
yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
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merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas 
dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sisitem peradilan 
pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem 
kehakiman, kejaksaan,  kepolisian, pemasyarakatan, dan 
kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai 
dan berhubungan secara fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula 
dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman 
(punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut : 
1. Perlakuan (treatment) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-
macam bentuk perlakuan terhsdsp pelanggar hukum sesuai 
dengan akibat yang ditimbulkan. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut 
Abdul Syani (1987 : 139) yang membedakan dari segi jenjang 
berat dan rinagannya suatu perlakuan, yaitu : 
a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, 
artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam 
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perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum 
begitu berbahay sebagai usaha pencegahan. 
b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak 
langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang 
menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. 
 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-
perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap 
perlakuan yang diterimahnya. Perlakuan ini dititikberatkan pada 
usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan 
kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul 
didalam masyarakat seperti sedia kala. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini 
mengundang dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan 
dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan 
hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar sipelaku kejahatan 
ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik 
dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar 
merugikan masyarakat dan pemerintah. 
2. Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk 
diberikan perlakuan (treetment), mungkin karena kronisnya 
atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka 
perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan 
perundang-undangan dalam hukum pidana. 
27 
   
  Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh 
dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan 
hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah 
hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 
dengan beriorentasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku 
kejahatan. 
 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, 
Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul 
Syani (1987 : 141) sebagai berikut : 
Menyatakan bahwa tujuan dari permasyarakatan yang 
mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat 
yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat 
oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut 
Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin 
bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah 
didalam masyarakat Indonesia. 
 
Jadi dengan sistem permasyarakatan, disamping 
narapidana harus menjalani hukumannya dilembaga 
permasyarakatan, merekapun dididik dan dibina serta dibekali 
oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi 
orang yang berguna didlam masyarakat dan bukan lagi menjadi 
seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena 
segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah 
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banyak merugikan masyarakat , sehingga kehidupan yang 
mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi baik 
karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam 
dirinya maupun bersama dengan masyarakat disekitar tempat 
dia bertempat tinggal. 
 
D. Pengertian  Konflik Horizontal 
1. Pengertian Konflik 
Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di 
dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena 
konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (social 
relation). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, 
sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat 
yang terlibat dalam hubungan sosial.  
 
Konflik merupakan kosakata conflict dalam bahasa inggris, 
yang mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang 
mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-
perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. 
Konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para 
pihaknya sudah maupun belum terindentifikasi atau dapat diidentifikasi 
secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang 
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dilingkungannya atau kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik 
dengan lingkungan sosialnya. konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu 
konflik individu dan konflik kelompok.  
1. Konflik indivudu yakni konflik yang terjadi antara dua orang 
yang tidak melibatkan kelompok masing-masing; sedangkan  
2. konflik kelompok yakni konflik yang terjadi antara dua 
kelompok atau lebih. 
Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan 
struktur masyarakat, konflik merupakan fenomena yang sering terjadi, 
konflik sering terjadi karena salah pengertian salah satu anggapan 
yang sangat menonjol, salah pengertian dan berusaha menjernihkan 
bukan saja orientasi moral pihak-pihak yang bertikai tetapi juga 
harapan aktual mereka satu sama lain yang diangap telah 
disalahartikan. 
a. Pendapat para ahli tentang Konflik diantaranya sebagai berikut : 
1. Menurut Hendropuspito, (1989: 247), Konflik dapat di 
definisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang 
atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 
jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. 
2. Menurut Kartini Kartono, (1990: 173), Dalam kehidupan 
masyarakat yang sangat kompleks dengan berbagai 
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permasalahan, akan memunculkan konflik-konflik terbuka. 
Kata konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi 
yang antagonis, benturan-benturan antara macam-macam 
paham, perselisihan, pertikaian, perkelahian, perlawanan 
dengan senjata dan perang.  
3. Menurut Abu Ahmadi (1975: 93), konflik adalah usaha yang 
sengaja untuk menentang, melawan atau memaksakan 
kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya 
kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan 
ekonomis, dan sering juga karena perebutan kedudukan dan 
kekuasaan. 
4. Maswadi Rauf (1999: 2). Istilah konflik berasal dari kata 
"confligere" yang berarti saling memukul. Konflik dapat di 
definisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang 
atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 
jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. 
5. Menurut Doyle Paul Johnson (1986: 35), konflik sebagai 
salah satu bentuk interaksi. Konflik sangat erat terjalin 
dengan berbagai proses yang mempersatukan dalam 
kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan dari 
persatuan. 
6. Menurut Clinton F. Fing dalam Kartini Kartono (1990: 173) 
mendefinisikan konflik sebagai berikut : 
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a. Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis 
berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa 
disesuaikan, interes-interes eksklusif dan tidak bisa 
dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan 
dan struktur-struktur nilai yang berbeda. 
b. Konflik adalah interaksi yang antagonistis, mencakup 
tingkah laku lahiriah yang tampak jelas, mulai dari 
bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, 
tersembunyi, sampai pada bentuk perlawanan terbuka, 
kekerasan perjuangan tidak terkontrol, benturan laten, 
pemogokan, huru-hara, makar, gerilya, perang dan lain-
lain. 
Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu 
pertentangan, percekcokan, pertikaian dan perbedaan 
pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena 
adanya interaksi sosial, sehingga mengakibatkan pihak yang 
satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain. 
 
7. Menurut Kusnadi (2002), dilihat dari prosesnya, konflik itu 
paling tidak ada dua tahapan yaitu;  
a. Tahap disorganisasi yaitu banyak salah paham, norma 
mulai tidak dipatuhi, anggota banyak menyimpang, sanksi 
lemah. 
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b. Tahap disentegerasi yaitu timbul emosi (rasa benci), suka 
marah (ingin memusnahkan), ingin menyerang. 
Kusnadi mengatakan pula bahwa faktor-faktor 
penyebab terjadinya konflik itu antara lain adalah : 
1. Adanya perbedaan dalam berbagai aspek; 
2. Adanya bentrokan kepentingan; dan 
3. Adanya perubahan sosial yang tidak merata. 
 
2. Pengertian Horizontal 
Horizontal menurut kamus besar Indonesia adalah terletak pada 
garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar atau 
mendatar.  
Dengan kata lain Horizontal dapat pula diartikan sesuatu yang 
posisinya mendatar, sejajar, setara. 
Jadi Konflik Horizontal adalah merupakan bentuk konflik yang 
pada umumnya terjadi di masyarakat yang terjadi antar individu atau 
kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. seperti pertikaian antara 
sesama masyarakat, konflik antara sesama organisasi massa, dan 
tawuran antara sesama mahasiswa. Konflik ini sering kali merupakan 
bentuk persaingan antara pihak yang mempunyai kepentingan sama 
terhadap sesuatu yang sifatnya terbatas. Pada hakihatnya, konflik 
Horizontal adalah konflik sosial antar pihak yang setara. Konflik Horizontal 
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memerlukan penanganan khusus dari pemerintah sebagai penengah yang 
baik dan netral sekaligus berkepentingan untuk meredakan konflik 
tersebut. 
Ada beberapa contoh konflik Horizontal yang pernah terjadi di 
Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) 
mencatat beberapa konflik Horizontal telah terjadi diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Konflik di Lampung Selatan, tepatnya di Daerah Kalianda. Di sana 
pernah terjadi konflik antara orang Lampung sebagai suku asli dan 
orang Bali yang dianggap suku pendatang. Masyarakat Lampung 
melihat ada persoalan dengan kehadiran sekelompok orang 
berasal dari Bali yang memiliki perbedaan kebiasaan, kultur dan 
agama. Secara umum, masyarakat dengan etnis Bali dapat 
dikatakan memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik 
dibandingkan dengan masyarakat asli Lampung yang merupakan 
“tuan rumah”. Kecemburuan sosial antara “pribumi” dengan 
“pendatang” menjadi pemicu munculnya konflik antar masyarakat 
yang berlainan suku tersebut. 
b. Konflik Agama yang pernah  terjadi di Indonesia. Indonesia 
merupakan Negara yang memiliki 6 agama resmi, dan tercatat 
sebagai negara dengan pengakuan agama resmi terbanyak di 
dunia. Apabila kita melihat kondisi riel di lapangan, maka masing-
masing agama juga kerap memiliki beragam kelompok aliran. Hal 
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ini di luar adanya sekte-sekte dan penganut aliran kepercayaan 
yang telah tumbuh subur dalam budaya Indonesia, aksi kekerasan 
dalam agama yang sering terjadi, seperti penyegelan rumah ibadah 
secara sepihak, pembakaran rumah ibadah, baik gereja maupun 
masjid yang banyak memakan korban jiwa. 
c. Kerusuhan Etnis di Ambon tahun 1999  Konflik dan pertikaian yang 
melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah 
berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan 
jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. 
Hingga 2 September 1991 setidaknya telah tercatat 1.132 korban 
tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 
rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di 
samping itu 100.000 ribu orang sudah meninggalkan tempat 
tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang menjadi pengungsi di 60 
kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya. 
Transportasi, khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga 
kebutuhan pokok kian melonjak dan persediaan makanan menipis; 
kegiatan pendidikan terhenti. 
d. Konflik 5 gereja dibakar oleh 10,000 massa di Situbondo karena 
adanya konflik yang disebabkan oleh kesalapahaman. 
e. Konflik perbedaan pendapat antar kelompok-kelompok Islam 
seperti FPI (front pembela islam) dan Muhammadiyyah. 
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f. Konflik di Sampit antara sekelompok orang dari suku Madura dan 
Dayak. 
g. konflik di Aceh antara sekelompok suku Aceh dengan Jawa. 
h. konflik yang terjadi di Ibu Kota Negara kita, DKI Jakarta yaitu konflik 
antara orang-orang Betawi dengan Ambon. 
i. Tawuran antara mahasiswa fakultas teknik dengan mahasiswa 
fakultas Sospol di Universitas Hasanuddin. 
j. Perkelahian sesama tukang ojek karena rebutan penumpang di 
Makassar. 
 
E. Bentuk-Bentuk Konflik 
Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini : 
1. Berdasarkan sifatnya 
Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik 
destruktuif dan konflik konstruktif. 
a. Konflik Destruktif. 
Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan 
tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun 
kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-
bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta 
benda. 
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contohnya konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain 
sebagainya. 
b. Konflik Konstruktif. 
Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini 
muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-
kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini 
akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat 
tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan.  
Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. 
 
2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik 
a. Konflik Vertikal. 
Merupakan konflik antarkomponen masyarakat di dalam 
satu struktur yang memiliki hierarki.  
Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan 
dalam sebuah kantor. 
b. Konflik Horizontal. 
Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau 
kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.  
Contohnya konflik yang terjadi antarorganisasi massa. 
c. Konflik Diagonal. 
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Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan 
alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan 
pertentangan yang ekstrim.  
Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. 
 
3. Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik 
a. Konflik Terbuka. 
Merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. 
Contohnya konflik Palestina dengan Israel. 
b. Konflik Tertutup. 
Merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang 
atau kelompok yang terlibat konflik. 
 
4. Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam 
Masyarakat 
a. Konflik Sosial. 
Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan 
kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini 
dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial 
horizontal. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi 
dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 
1. Konflik Sosial Vertikal. 
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Yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dan 
negara.  
Contohnya kemarahan massa yang berujung pada 
peristiwa Trisakti (12 Mei 1998). 
2. Konflik Sosial Horizontal 
Yaitu konflik yang terjadi antaretnis, suku, golongan, 
atau antar kelompok masyarakat.  
contohnya konflik yang terjadi di Ambon. 
b. Konflik Politik. 
Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan 
kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. 
Contohnya konflik yang terjadi antarpendukung suatu parpol. 
c. Konflik Ekonomi. 
Merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber 
daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. 
Contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. 
d. Konflik Budaya. 
Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan 
kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. 
Contohnya adanya perbedaan pendapat antarkelompok dalam 
menafsirkan RUU (rancangan undang-undang) antipornografi 
dan pornoaksi. 
e. Konflik Ideologi. 
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Konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini 
oleh seseorang atau sekelompok orang. 
contohnya konflik yang terjadi pada saat G 30 S/PKI 
 
 
5. Bentuk-Bentuk Konflik Menurut Para Ahli  
Menurut Soerjono Soekanto (1982: 97-98), konflik mempunyai 
beberapa bentuk khusus yaitu : 
1. Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua 
orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang 
menjadi saling memusuhi serta menghancurkan. 
2. Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari 
perbedaan ciri-ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan. 
3. Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena 
perbedaan kepentingan. 
4. Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar golongan 
dalam masyarakat. 
 
Abu Ahmadi (1975: 93) mengemukakan bahwa perwujudan 
konflik itu bermacam-macam mulai dari penghancuran atau 
memusnahkan seorang musuh sampai acuh tak acuh, misalnya : 
1. Frustasi/ kegagalan/ perasaan gagal. 
2. Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat 
bersifat overt/terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal 
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agama, golongan petani, Organisasi. Konflik laten akan menjadi 
overt, apabila menjelma pada permusuhan/perselisihan. 
Sedangkan dipandang dari segi terjadinya, maka Abu Ahmadi 
membaginya menjadi dua macam yaitu : 
a. Corporate Conflik, yaitu terjadi antargroup dengan group 
dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat. 
b. Personal Conflik, yaitu terjadi antarindividu dengan 
individu. Personal conflik ini disebabkan karena sex, 
prestige, kekuasaan, kekayaan dan lain-lain. 
 
Simel dalam Doyle Paul Johnson (1986: 270) menyebutkan 
tipe konflik sebagai berikut: 
1. Pertandingan politik. 
2. Konflik hukum. 
3. Konflik mengenai prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal obyektif 
yang mengatasi individu yang terlibat. 
4. Konflik-konflik antarpribadi yang memiliki mutu-mutu tertentu 
secara bersama. 
5. Konflik dalam hubungan yang intim. 





F. Faktor Penyebab Terjadinya konflik 
konflik dapat timbul karena berbagai sebab, para sarjana telah 
membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak 
terdapat teori tentang konflik yaitu teori hubungan masyarakat, teori 
negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori 
transformasi, dan teori kebutuhan manusia masing-masing teori ini tidak 
perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan 
berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam 
masyarakat kita. Penjelasan tentang beberapa teori diatas adalah sebagai 
berikut : 
1. Teori Hubungan Masyarakat 
Menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang 
terus terjadi, adanya ketidak percayaan dan rivalitas kelompok dalam 
masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan 
solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara : 
a. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara 
kelompok-kelompok yang mengalami konflik; 
b. Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling 
menerima keberagaman dalam masyarakat. 
2. Negoisasi Prinsip 
Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para 
pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara 
para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah 
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konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan 
perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu 
melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada 
posisi yang sudah tetap. 
3. Teori Identitas 
Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang 
merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori 
identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitasnya yang 
terancam dilakukan melalui fasilititas lokakarya dan dialog antara 
wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan 
mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang 
mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsilidasi. Tujuan 
akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui 
identitas pokok semua pihak. 
4. Teori Kesalapahaman Antar Budaya 
Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidak cocokan 
dalam komunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya 
yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-orang yang 
mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya 
masyarakat lainnya, mengurangi streotipe yang mereka miliki 
terhadap pihak lain. 
5. Teori Transformasi 
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Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya 
masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang mewujud 
dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Penganut teori ini 
berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 
beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang 
menyebabkan ketidak setaraan, peningkatan hubungan, dan sikap 
jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta 
pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan 
pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan 
masing-masing. 
6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia 
Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan 
atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau 
merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat 
dibedakan atas tiga jenis, yaitu sunstansi (substantive), prosedural 
(procedural), dan psikologis (psychological). Kepentingan substantive 
merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan 
kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang atau kekayaan. 
Kepentingan prosuderal merupakan kepentingan manusia yang 





G. Upaya Penanggulangan/Penyelesaian Konflik 
Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial Pasal 12 menjelaskan  Penyelesaian Konflik dilakukan 
melalui:  
- Penghentian kekerasan fisik;  
- Penetapan status Keadaan Konflik;  
- Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau  
- Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 
 
Penanggulangan/Penyelesaian konflik dapat pula dilakukan 
dengan cara : 
1. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk 
mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai 
persetujuan bersama untuk berdamai. 
2. Mediasi (mediatio), yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan 
menggunakan perantara (mediator). Fungsi mediator hampir sama 
dengan seorang konsiliator. Pihak-pihak yang bersengketa 
sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan 
perselisihan. 
3. Arbitrasi (arbitrium), artinya melalui pengadilan dengan seorang 
hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter 
memberikan keputusan yang mengikat antara dua pihak yang 
bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. 
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4. Paksaan (Coersion), ialah suatu cara penyelesaian pertikaian 
dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Bila 
paksaan psikologi tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak 
yang menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang 
merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan musuh. 
Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah atau 
damai yang harus diterima pihak yang lemah. 
5. Détente (mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antar 
kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini hanya merupakan 
persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka 
pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian, jadi 
dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak 
yang menyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, détente 
sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-
masing, perang fisik diganti dengan perang syaraf (Hendro puspito, 
1989 : 250-252) Jack Rothman dalam Edy Yusuf Nur Samsu 
Santoso (2004: 38-39) mengatakan bahwa untuk mengatasi konflik 
yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa 
tindakan yaitu : 
a. Tindakan koersif (paksaan) perlu adanya pengaturan 
administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan 
ekonomi. 
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b. Memberikan insentif seperti, seperti memberikan penghargaan 
kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga 
ketertiban dan keharmonisan. 
1. Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidak puasan yang 
dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik 
dan ekonomi. 
2. Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun 
persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang 
akan dicapai. Dalam menyelesaikan konflik terdapat 2 cara 
yang biasa digunakan yaitu penyelesaian secara persuasif 
dan penyelesaian koersif. Cara persuasive menggunakan 
perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara 
pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan 
penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada 
perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik 
temu yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri. 
Sedangkan penyelesaian secara koersif menggunakan 
kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk 
menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang 
terlibat konflik. kekerasan ini meliputi penggunaan benda-
benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna 
menyusun penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di kabupaten 
Luwu Utara, yakni Kepolisian Resort kabupaten Luwu Utara, dan di 
Tokoh-tokoh masyarakat adat setempat. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder, sumber data primer di peroleh dengan 
mengadakan wawancara langsung dengan responden, baik melalui 
pengamatan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari 
penelusuran arsip, hasil kajian, literature buku, artikel serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Agar memperoleh data yang akurat, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Data kepustakaan (library Research) yaitu pengkajian buku ilmiah, 
dan peraturan perundang-undagan. 
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2. Penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu cara atau sistem 
penelitian secara langsung dilakukan dilapangan terhadap objek 
yang akan diteliti, dalam penelitian ini pengumpulan data yang 
diperoleh dengan cara wawancara, yakni pengumpulan dengan 
cara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus 
tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yaitu menjelaskan, menguraikan,dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, 
karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan 
maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni gegrafis dan 
karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub ini diuraikan 
gambaran umum tentang wilayah Luwu Utara. 
 Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di 
provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di 
Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat 2°30'45"–2°37'30"LS dan 
119°41'15"–121°43'11" BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan 
dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur 
di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan provinsi 
Sulawesi Barat di sebelah barat. 
Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 
tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari 
Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 
14.447,56 km2 dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan 
terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 
7.502,58 km2. 
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Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 
kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2010) atau sekitar 
50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata 
pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB 
Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2010 hanya 33,31% atau sebanyak 
Rp. 4,06 triliun.  
Luas wilayahnya 7.502 km² dan secara geografis Kabupaten Luwu 
Utara terletak pada koordinat antara 20°30’45” sampai 2°37’30” Lintang 
Selatan dan 119°41’15” sampai 12°43’11” Bujur Timur dengan batas 
administratif sebagai berikut: 
1. Utara = Sulawesi Tengah 
2. Selatan = Teluk Bone 
3. Barat = Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat 
4. Timur = Kabupaten Luwu Timur 
 
Kepolisian Resort Kota Makassar beralamatkan di jalan Jendral 
Ahmad Yani No. 57 Masamba 92961 Kabupaten Luwu Utara. 
Susunan organisasi Kepolisian Resort Luwu Utara didasari oleh 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 september 2010 
tentang perubahan keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/366/VI/2010 tanggal 
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14 juni 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian sektor. Kondisi 
Organisasi Kepolisian Resort Luwu Utara terdiri : Kepolisian Resort Luwu 
Utara 1 unit dan polsek 6 unit dengan kekuatan personil polri saat ini 
terdiri dari polri 1.110 orang PNS 22 orang total polri dan PNS= 1132 
orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya ka.Kepolisian Resort Luwu Utara 
dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf maupun 
pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu utama ka.Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara : 
Wakil Kepala Kepolisian Kabupaten Luwu Utara disingkat Waka 
Kepolisian Resort Lutra. 
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
1. Bagian Organisasi; 
2. Bagian Sumber Daya; 
3. Bagian Perencanaan; 
4. Seksi Pengawasan; 
5. Seksi Profesi dan Pengamanan 
6. Seksi Keuangan; dan 
7. Seksi Umum. 
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok : 
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
2. Satuan Intelejen Keamanan; 
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3. Satuan Reserse Kriminal; 
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat 
Berbahaya; 
5. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
6. Satuan Samapta Bhayangkara; 
7. Satuan Lalu Lintas; dan 
8. Satuan Pengamanan Objek Vital. 
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri. 
e. Unsur Pelaksanaan Tugas Kewilayahan, Polsek jajaran Kepolisian 
Resort Kabupaten Luwu Utara. 
f. Satuan Narkoba. 
g. Satuan Kessmsptaan. 
h. Satuan Lalu Lintas.  
i. Satuan Pengamanan Objek Vital. 
 
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Konflik 
Horizontal di Luwu Utara 
Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi 
kejiwaan seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Baik yang sifatnya dari luar 
diri (kriminologi), melainkan dapat juga dikarenakan hal-hal yang 
bersumber dari diri pelaku itu sendiri (viktimologi). 
53 
Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, konflik yang berujung 
pada pada tindakan yang tergolong dalam kategori tindak pidana yang 
terjadi pada moment aksi kerusuhan atau konflik merupakan suatu hal 
yang terencana secara matang dan terstruktur. 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim 
Iptu Muh. Kasta Nasir, dan Cippe (tokoh adat Desa Kampung Baru), 
Musa Sulu (tokoh adat Desa Baebunta), H.W. Lumbang (tokoh adat 
Kaluku), M. Malajukan (tokoh masyarakat)  Menjelaskan Bahwa faktor 
terjadinya Konflik Horizontal di Luwu Utara ada beberapa diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1. Pengetahuan dan Pemahaman Konflik 
Dari tujuh desa yaitu Desa Dandang, Desa Kaluku, Desa 
Baebunta, Desa Salassa, Desa Kampung Baru, Desa Balebo, Desa 
Indo Koro, Desa Mappideceng dan Desa Baliase tampak bahwa 
tidak ada korelasi antara pendidikan dan pengalaman organisasi 
dengan pengetahuan tentang konflik, hampir semua masyarakat 
meletakkan pengertian konflik sebagai benturan fisik, pada umumnya 
masyarakat memahami konflik sebagai sesuatu yang negatif, bahkan 
cenderung kriminal, dari sembilan desa, tidak ada satupun 
masyarakat yang melihat bahwa konflik adalah sesuatu yang lazim 
bagi suatu masyarakat yang sedang menuju perubahan 
2. Promordealisme/Sukuisme  
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Identifikasi suku menguat karena desa-desa terbagi menurut 
asal, misalnya, Desa Baebunta, Kaluku dan Dandang adalah 
Kelompok Desa yang mayoritas dihuni pribumi, sementara Desa 
Kampung Baru, dam Desa Salassa mayoritas dihuni orang 
pendatang dari Rongkong, Toraja, atau Bastem. Inilah dianggap 
sebagai akar masalah konflik karena isu yang berbau SARA mudah 
sekali ditiupkan untuk menghantam kelompok lain. 
3. Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah dan fasilitas 
pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab masalah konflik, 
seperti di Desa Kampung Baru tidak ada satupun sekolah dan angka 
buta huruf tinggi, di Desa Dandang pendidikan rata-rata pemuda SD 
dan SMP, kemudian menganggur begitupun di Desa-desa yang 
lainnya. Rendahnya tingkat pendidkan merupakan salah satu 
penyebab munculnya masalah sosial, termasuk konflik. Masa 
pengangguran adalah masa paling rawan sebelum seorang remaja 
menikah dan bekerja. Kerawanan disebabkan, anak-anak yang 
menganggur selalu mempengaruhi anak-anak yang sekolah, pergi 
sekolah, pulang simpan buku, lalu pergi nonton, bermain dan pulang 
tidur, tidak pernah belajar serius. Tingginya tingkat putus sekolah 
disebabkan kekurangan biaya, dan tingginya tingkat putus sekolah 
mengakibatkan tiga hal : 
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a. Lembaga ekonomi Desa tidak berkembang, partisipasi sosial 
pemuda rendah, karena memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang yang minim. Bahkan pengetahuan dan 
keterampilan lokal banyak tidak terwariskan. 
b. Daya tangkal terhadap pengaruh lingkungan yang negatif 
sangat rendah. Pemuda yang berpendidikan rendah 
cenderung mempengaruhi anak-anak yang masih bersekolah. 
c. Norma-norma masyarakat diabaikan, mereka yang 
menganggur cenderung malas bekerja, dan suka hura-hura 
seperti minum-minuman keras, tidak ada menasehati dan 
berbuat seenaknya (amoral). 
4. Kepemimpinan 
Semua Desa memiliki figur kepemimpinan yang kompleks, 
pemerintah, adat, profesi, organisasi, dan individu-individu yang 
berpengaruh gambaranya seperti sebagai berikut : 
a. Desa Kampung Baru pada puncak kepemimpinan terdapat 
Tomakaka (bernama pakondongan), pendeta, dan Kepala 
desa. Sedangkan di level menengah disebutkan individu-
individu yang kharismatik, yaitu H. Abdul Hamid, H.B. 
Sibenteng, dan M. Djibu. Di level bawah disebutkan kepala 
dusun beberapa tokoh pemuda (dari ketua remaja masjid dan 
gereja serta ketua organisasi pemuda lainnya) 
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b. Desa Dandang tokoh-tokoh formal sangat mendominasi 
puncak hirarki kepemimpinan. Pangulu Kada yakni Pak Camat 
ditempatkan dipuncak piramida kepemimpinan bersama Kepal 
Desa. Dalam pengalaman masyarakat semua yang dikatakan 
Pangulu kada pasti jadi. Unsur pimpinsn puncak yang sama 
dengan di Desa Kampung baru adalah Pendeta/Ulama dan 
pimpinan Adat (Tomakaka) yang berperan menegur. 
Sementara pada level kepemimpinan menengah ditempatkan 
Kepala Desa, tokoh agama, dan pembantu Tomakaka. Pada 
level bawah ditempatkan ketua RT, tokoh pemuda, dan ketua 
kelompok tani. 
c. Desa Salassa dan Desa Baebunta tidak jauh beda dari apa 
yang terdapat kepemimpinan dari dua desa diatas hanya saja 
di desa salassa dan baebunta tidak adanya kepemimpinan 
level bawah. Tokoh pemerintah berada pada hirarki tertinggi 
bersama beberapa kelompok profesi, seperti Guru, Polisi, dan 
Tentara. Mereka menempatkan tokoh adat pada level 
kepemimpinan menengah. 
d. Desa Kaluku cenderung mengidentifikasi unsur dan peran 
kepemimpinan dari tokoh-tokoh formsal dan jauh dari 
lingkungan mereka seperti presiden, menteri, gubernur. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan masalah kepemimpinan adalah 
hilangnya pemimpin kharismatik/tidak ada tokoh pemersatu 
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(panutan). Peran dan posisi kepemimpinan sering tidak sejalan 
dengan tatanan sosial yang berkembang. 
5. Budaya dan Tradisi 
Disemua desa diketahui banyaknya norma-norma adat yang 
sudah tidak jalan. Banyak tradisi yang macet, seperti mabbelo (acara 
pesta panen), majjaga (upacara hajatan). Sekarang ini lembaga adat 
tidak populer dikalangan pemuda. 
Meskipun sekarang ada usaha dari beberapa kalangan 
mengangkat nilai-nilai budaya kembali baik berupa upacara maupun 
hukum adat, namun tidak jarang terjadi benturan penegakan hukum 
adat, agama, dan hukum negara. Bila ingin menegakkan hukum adat 
disoroti pemuka agama. Jika hukum agama (islam) akan 
diimplementasikan disorot golongan kristen begitupun sebaliknya. Ini 
problematika yang sering dihadapi. 
6. Isu dan Pemberitaan yang tidak Adil 
Pada saat konflik, isu yang sering didengar adalah berita 
tentang persiapan penyerangan desa tetangga. Isu tentang 
penyerangan membuat semua Desa yang bertetangga siap perang.  
Isu lokal penyerangan desa tetangga sering bertambah panas 
karena pemberitaan media (koran dan televisi) yang tidak adil dan 
akurat. Misalnya Desa Dandang merasa kesal karena dianggap 
pihak yang menyerang desa tetangga (Desa Kampung Baru). 
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Padahal menurut mereka hanya bertahan dan membela diri. Isu 
yang paling mereka tidak terimah adalah isi perang Kristen-Islam. 
7. Kenakalan Remaja dan Minuman Keras 
Bentuk kenakalan remaja yang paling jelas adalah minuman 
keras (mabuk-mabukan) dan perkelahian. Kebanyakan perkelahian 
terjadi antar kelompok pemuda. Perkelahian banyak terjadi akibat 
seorang pemuda sebelumnya telah menenggak minuman keras, 
peristiwa perkelahian umumnya bermula di cafe-cafe yang terdapat 
dipinggir jalan poros masamba-kaluku-wotu. Menurut masyarakat 
penyebab utama konflik bukan disebabkan   kecemburuan sosial, 
pekerjaan dan hasil masyarakat di sini cukup merata, konflik 
disebabkan meningkatnya kenakalan remaja dan tidak mampunya 
pemerintah mengontrol minuman keras. 
8. Lembaga Ekonomi Desa dan Pengangguran 
Tidak adanya lembaga ekonomi Desa tampak dari tingginya 
pengangguran, tingginya tingkat pengangguran adalah salah satu 
faktor yang dianggap sebagai penyebab yang dapat menciptakan 
kerawanan konflik. Remaja-remaja yang menganggur berkeliaran, 
padahal jika ada lembaga ekonomi Desa pasti remaja kurang 
berkeliaran. Harus diakui koperasi dibeberapa Desa di Luwu Utara 
sulit berkembang, banyak koperasi macet karena korupsi. Disemua 
Desa diketahui banyaknya norma-norma adat yang sudah tidak 
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jalan, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat membentuk 
koperasi sangat rendah. 
9. Kurangnya ruang berkumpul dan aktualisasi diri 
Dikabupaten Luwu Utara sangat kurang ruang-ruang publik 
dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan interaksi, 
sehingga masyarakat terjebak dalam sikap-sikap primordial. 
Ditambah dengan kurangnya sarana untuk aktualisasi diri, sehingga 
potensi-potensi yang di miliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadi 
terkungkung yang kemudian mereka alihkan pada ruang-ruang 
aktualisasi diri yang bersifat negative, seperti terlibat dalam perang 
antar desa yang terjadi saat ini. 
Tabel 1 : 
Data Konflik Horizontal yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Utara 2012 
Sampai Tahun 2013  
Tahun  Daerah Jumlah konflik 
2012 Desa Sabbang, Baebunta, 
Mappedeceng, Baliase, Masamba, 
7 (tujuh) 
2013 Masamba, Baebunta, salassa,  
Indo Koro, Baloli, Sabbang,  
9 (sembilan) 
Jumlah  21 (Dua Puluh Satu) 
 
Sumber data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi 
Selatan, Resort Luwu Utara 
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Berdasarkan hasil dan data yang diperoleh penulis terkait dengan 
tindak pidana yang terjadi pada konflik horizontal di Luwu Utara tersebut 
diatas, dilihat bahwa pada tahun 2012 terjadi tindak pidana pada konflik 
sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing terjadi di Desa Sabbang, Desa 
Baebunta, Desa Mappedeceng, Desa Baliase, Desa Masamba. Pada 
tahun 2013 terjadi tindak pidana pada konflik horizontal di Luwu Utara 9 
(sembilan) kali masing-masing terjadi di Desa, Sabbang, Desa Baebunta, 
Desa Salassa, Desa Baloli, Desa Baliase, Desa Masamba.  
Adapun uraian lengkap tentang tindak pidana yang terjadi pada 
konflik horizontal di Luwu Utara sesuai dengan tabel yang diatas adalah 
sebagai berikut : 
1. Pada Hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita 
bertempat Desa Bakka kecamatan Sabbang terjadi penganiayaan 
dan pembunuhan terhadap korban lel. Bogel dan lel. Robby yang 
dilakukan oleh pemuda Desa Dandang, pada saat itu para pelaku 
bertemu  di Desa Bakka , saat itu terjadi perkelahian diantara 
kedua kelompok dan mengakibatkan korban lel. Bogel beberapa 
luka tusuk pada bagian punggung sedangkan korban lel.Robby 
mengalami luka tusuk pada bagian pinngang sebelah kanan maka 
kedua dibawah ke RS A.Djemma Masamba, selanjutnya dalam 
perjalanan korban lel. Bogel mninggal dunia saat akan dirujuk ke 
RS Palopo.  
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2. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wita 
bertempat di Dusun Torpedo Jaya tersangka berteman telah 
Melakukan pembakaran rumah miliki lel. Lantong, lel Asran dan 
permamah Wiyah dengan cara menyiram rumah tersebut dengan 
menggunakan bensin kemudian menembakkan sejata api rakitan 
jenis papporo yang menimbulkan api sehingga ketiga rumah 
tersebut terbakar dan pada saat itu tersangka lel.Erwin Sattu Als 
Bapak Andika yang merupakan kepala Desa Buangin memberikan 
aba-aba terhadap rekannya dengan cara melambaikan tangannya 
yang berarti agar kelompok pemuda dari Desa Buangin 
melakukan penyerangan kepada warga Desa Torpedo Jaya dan 
akibat perbuatan tersangka berteman tersebut mengakibatkan 
keruskan 3 (tiga) rumah terbakar. 
3. Pada Hari selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 11.30 
Wita bertempat dirumah korban lel. Sya’ur Salaga di Dusun Nanna 
Desa Mappedeceng dengan cara pelaku lel. Usman Sangka 
berteman melempari rumah korban dengan menggunakan batu 
yang mengakibatkan rumah korban rusak. 
4. Pada hari jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 
17.00Wita bertempat di Desa Baebunta dimana sebelumnya 
korban bersama dengan rombongan menaiki kendaraan sebanyak 
20 (dua puluh) motor dalam perjalanan pulang dari lapangan 
salassa menghadiri acara silaturahmi namun setelah sampai di 
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dusun Padang Desa Baebunta tiba-tiba rombongan berhenti 
karena diantara mereke ada yang dilempari batu, dan setelah 
motor rombongan berhenti salah satu lengan seseorang dari 
rombongan tersebut mengalami luka akibat benda tajam hingga 
mengeluarkan darah namun korban tidak sempat melihat pelaku. 
5. Pada hari jumat tanggal 28 Desember 2012 pukul 17.00 wita 
bertempat di Desa Baebunta yang dimana korban bersama 
adiknya mengendarai sepeda motor yang dalam perjalanan 
pulang mengadiri acara silaturahmi  dilapangan Salassa namun 
setelah sampai di Dusun Padang korban diberhentikan oleh 
seorang ibu-ibu yang korban tidak mengenalnya, ibu itu 
mengatakan “janganko terus dulu kesana ribut anak salulemo 
dengan anak padang” hingga pada saat itu korban bersama 
dengan adiknya singga dirumah ibu tersebut untuk bersembunyi 
namun tidak lama kemudian lewat rombongan anak dari Dusun 
Padang dan diantara mereka ada yang mengenali motor korban 
yang dari salulemo sehingga mereka langsung mengepung rumah 
tempat korban bersembunyi bersama dengan adiknya, korban dan 
adiknya merasa takut, maka korban dan adiknya keluar dari 
rumah itu melewat pintu belakang, saat korban kluar tiba-tiba ada 
yang memukul korban dengan menggunakan cangkul yang 
mengenai bagian belakang korban sedangkan adiknya berhasil 
lolos kabur, dan pada saat itu teman pelaku datang dan langsung 
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memukuli korban dengan menggunakan balok-balok (kayu) 
mengenai muka/wajah bagian sebelah kiri lalu datang lel. Papa 
sandi memeluk korban dan menghalangi.   
6. Pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2012 sekitar puku 01.00 Wita 
bertempat di Desa Baliase telah terjadi pembakaran gudang 
dimana pada waktu itu telah terjadi perkelahian antar kelompok 
Desa Mappedeceng dengan Desa Baliase dan Pada waktu itu 
gudang milik lel. Haris Kasmad jadi korban pembakaran oleh 
pelaku adalah mesin genset 2, mesin stemper 1, dan mesin 
membelah kayu 2. 
7. Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 01.00 
Wita dijalan Lesangi kecamatan Masamba telah terjadi tinda 
pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur dan 
kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang dimuka 
umum yang dilakukan oleh pelaku lel. Muh. Abdul Als Dul 
terhadap korban lel. Sandi dan lel. Abdul Rahman dengan cara 
pelaku pada saat itu akan pulang bersama dengan temannya 
namun tiba-tiba korban datang ingin memukul tersangka namun 
didahului oleh teman tersangka yaitu lel. Suhardin melakukan 
pemukulan terhadap korban dan pada saat pelaku turun dari 
motor salah satu teman dari korban memukul tersangka sehingga 
pelaku mencabut badik yang dibawahnya dari rumah dan 
langsung melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 3 
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(tiga) kali dan korban yang satunya sebanyak 2 (dua) kali 
kemudian pelaku melarikan diri dan korban lel. Sandi menderita 
luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian 
pantat sedangkan korban lel. Abdul Rahman menderita luka tusuk 
pada rusuk kiri. 
8. Pada hari Rabu tanggal 06 februari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita 
bertempat di kelurahan Kasimbong kecamatan masamba telah 
terjadi TP. penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang 
diduga korban lel. Rusdianto Als sasa terkena senjata rakitan jenis 
Papporo. 
9. Pada Hari minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wita 
bertempat di dusun Meli Desa Baebunta terjadi TP. Penganiayaan 
secara bersama-sama dimana pada saat itu korban lel. Wikal 
berteman dipanggil oleh pelaku lel. Ucel berteman untuk pesta 
minuman keras dan pada waktu itu teman korban mencari 
sandalnya dan bertanya kepada pelaku “adakah sandal kita 
duduki atau kita liat” pelaku marah dan mengambil balok dan 
langsung memukul teman korban, korban berusaha melerai dan 
korbanpun dikeroyok oleh pelaku. 
10. Pada hari senin, tanggal 18 maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wita 
bertempat di Dusun Meli Desa Baebunta telah terjadi 
pembakaran/pengrusakan terhadap rumah dan kebun milik lel. 
Ajewi dimana sebelum kejadian tersebut terjadi penyerangan yang 
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diduga dilakukan oleh warga Meli namun penyerangan tersebut 
dihalangi oleh aparat kepolisian, sepulangnya aparat kepolisian 
warga Desa Meli melampiaskan emosinya dengan membakar 
rumah dan kebun milik korban lel. Aljewi yang mengakibatkan 
korban kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima jutah rupiah)   
11. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita 
bertempat dusun Petambua Desa Baebunta telah terjadi TP. 
Penganiayaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang 
dimana pada saat itu korban lel. Rismin bersama dengan lel. 
Darmin melintas di daerah di Dusun Petambua langsung 
memberhentikan kendaraan korban lalu tersangka lel. Sandi 
berteman mendekati korban kemudian melakukan penganiayaan 
terhadap korban sehingga korban lel. Rismin mengalami luka 
robek pada bagian kepala dan mengalami patah lengan sebelah 
kanan dan lel. Damrin mengalami luka robek pada bagian kepala. 
12. Pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 bertempat di Taman 
siswa kelurahan Kappuna Desa Masamba telah terjadi 
penganiayaan dimana korban Suardi als. Dorce berada ditaman 
siswa kemudian pelaku lel. Rizal als. Ical datang menghajar 
korban dengan menggunakan samurai sehingga korban terjatuh di 
jalan kemudian pelaku memarangi korban mengenai kepala 
bagian belakang, tangan kiri dan kanan, serta pada bagian 
pinggang. 
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13. Pada hari senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 07.30 Wita 
bertempat di Lorong Karaoke Desa Masamba Aparat Kepolisian 
menemukan lel. Abdul Rahim Als. Rahim Bin Muh. T Daud 
menguasai/membawa senjata tajam sebanyak 6 (enam) buah 
anak busur, dengan maksud akan melakukan perlawanan dalam 
perkelahian antara dengan pemuda kel. Kasimbong dengan 
Masamba. 
14. Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 07.30 Wita 
bertempat di lorong Karaoke kelurahan Kasimbong Desa Indo 
Koro Aparat kepolisian Polres Luwu Utara menemukan lel. Asril 
Bin Taslim, membawah sejata tajam, berupah sebilah parang 
yang berujung runcing panjang sekitar 50 cm dengan diselipkan 
dipinggang saat ditemukan pelaku mengenakan cadar/topeng dari 
sarung batik dengan maksud pelaku untuk melakukan perlawanan 
ke warga kelurahan Kasimbong Desa Baloli. 
15. Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 05.30 Wita 
bertempat di Dusun Salulayya Desa Sabbang penyerangan yang 
dilakukan oleh massa dari Dusun Salulayya dengan membawa 
senjata tajam kemudian menembakkan senjata api rakitan jenis 
papporo kearah Dusun buangin Desa Kampung Baru dan sempat 
dihalau oleh korban lel. Serda Sarus bersama dengan Dan Ramil 
sabbang bersama dengan personil TNI lainnya dan pers polres 
Luwu Utara pada perbatasan kedua wilayah dan pada saat itu 
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juga korban merasakan sakit pada bagian paha dekat kemaluan 
yang ternyata telah terluka dan mengeluarkan darah sehingga 
korban dibawah ke RSUD Andi Djemma Masamba. 
16. Pada hari Selasa tanggal 12 agustus 2013 sekitar pukul 23.30 
Wita bertempat di Dusun Durian Desa sabbang terjadi TP. 
Pembunuhan dimana saat itu korban lel. Sutejo als Tejo als 
Buyung bersama dengan teman-temanya selesai makan sokko di 
warung kemudian duduk-duduk didepan warung kemudian pelaku 
atau tersangka lel. Rahman als Bed masuk ke dalam warung 
mengambil pisau lalu menusuk korban pada bagian dada 
sehingga korban meninggal. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim 
Iptu Muh. Kasta Nasir menjelaskan bahwa tindak pidana yang terjadi 
seperti apa yang di uaraikan diatas, aparat kepolisian menangani sesuai 
dengan pasal menurut KUHPidana yang berlaku seperti pasal :  
a) Pasal 338 pembunuhan yang berbunyi barang siapa dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
b) Pasal 351  penganiayaan yang berbunyi : 
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
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2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. 
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
c) Pasal 170 yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan 
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang 
atau barang, diancam denga pidana penjara paling lama lima tahun 
enam bulan. 
Yang bersalah diancam : 
1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahu, jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 
digunakan mengakibatkan luka-luka. 
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat. 
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
d) Pasal 187 kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi 
orang atau barang, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja 
menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam : 
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1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi 
barang 
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 
karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa 
orang lain 
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan 
tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan 
mengakibatkan orang mati. 
 
C. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik 
Horizontal di Luwu Utara 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin 
lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin 
meningkat bahkan dibeberapa daerah sampai kekota-kota kecil. Upaya 
penanggulangan kejahatan telah dialakukan oleh semua pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta 
kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat 
dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
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dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bukanlah 
barang baru. Jauh sebelum menjadi salah satu daerah tingkat II di provinsi 
Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara memang telah menjadi salah 
satu daerah yang rawan konflik. Berbagai upaya yang di lakukan oleh 
pemerintahan sebelumnya memang telah terbukti mampu meredam 
konflik, tentu saja dengan bantuan aparat penegak hukum yang dalam hal 
ini adalah pihak kepolisian. Tentunya apa yang telah di lakukan 
pemerintahan sebelumnya seharusnya dapat di jadikan pedoman dan 
pelajaran bagi pemerintahan saat ini dalam menyelesaikan konflik di 
Kabupaten Luwu Utara, namun ternyata tidak demikian, dari data yang 
penulis dapatkan dari berbagai sumber dapat dilihat bahwa pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara kewalahan dalam menangani konflik di kabupaten 
Luwu Utara. Bahkan Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan pada bulan 
oktober 2014 bupati Luwu Utara Bapak Arifin junaidi mengatakan “Biarpun 
Umar bin Khattab turun jadi bupati disini, saya yakin dia juga tidak bisa 
menyelesaikan konflik yang terjadi”. Pernyataan ini tentu saja dapat kita 
nilai sebagai bentuk keputus-asaan seorang pemimpin, padahal 
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pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat 
seharusnya dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, seperti yang 
telah di instruksikan Presiden pada salah satu poin dalam Inpres No.2 
Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, di 
sebutkan bahwa “Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang 
meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat 
melakukan aktivitas seperti sediakala”. Namun melihat fakta yang ada 
dilapangan instruksi presiden tersebut tidak sepenuhnya di jalankan oleh 
Bupati Luwu Utara, hal ini terlihat dari kurangnya upaya-upaya 
rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan. Kesan yang 
muncul ialah bahwa Bupati Luwu Utara berputus asa dalam mencari jalan 
keluar penanganan konflik di daerahnya. Belum lagi persoalan tidak 
bersinerginya pemerintah dan pihak kepolisiaan di Kabupaten Luwu Utara, 
hal ini tercermin dari pernyataan Bupati Luwu Utara Yang mengatakan 
“Kalau kapolres bisa menyelesaikan konflik saya beri hadiah satu juta 
rupiah”. Pernyataan itu tentu saja sangat di sesalkan oleh pihak 
kepolisian, bagi mereka ini adalah sebuah penghinaan. Bagaimana konflik 
di Kabupaten Luwu Utara bisa selesai jika tidak ada sinergitas yang 
terbangun diantara pemerintah dan pihak kepolisian. Meskipun begitu 
bukan berarti keduanya tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk 
meredam konflik, sebetulnya telah banyak langkah-langkah yang telah 
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dicoba oleh pemerintah beserta aparat kepolisian dalam menyelesaikan 
konflik. 
Dalam menghadapi maraknya konflik yang terjadi di kabupaten 
Luwu Utara yan berujung pada kerusuhan, berbagai upaya telah dilakukan 
oleh pihak kepolisian. 
Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Kaur Bin Ops 
Reskrim Iptu Muh. Kasta Nasir beliau mengemukakan bahwa upaya 
aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada 
konflik  horizontal pada umumnya ditangani dengan cara : 
 
1. Tindakan Penanganan Struktural 
Langkah penanganan yang bersifat struktural menggunakan  
cara yang mengedepankan sangsi yang lebih keras dan 
menggunakan instrumen senjata, penjara. Untuk memaksakan 
keadaan yang stabil ditempatkan beberapa pos polisi ditempat 
yang rawan, seperti di perbatasan antara Desa Dandang-Desa 
Kampung Baru, perbatasan Desa Salassa-Desa Baebunta, dan 
Perbatasan Desa Mappedeceng-Desa Baliase. 
2. Tindakan Preventif  
Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan 
melakukan tembakan peringatan pada saat konflik berlangsung 
tindakan preventif lainnya yang dilakukan yaitu dengan 
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menghancurkan atau melakukan pengelolaan terhadap penyebab 
konflik, seperti Minuman keras, penyalagunaan obat-obatan, dan 
geng-geng pemuda. 
3. Tindakan Persuasif.  
Hal ini telah dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama 
dengan pihak pemerintah kabupaten Luwu Utara yaitu dengan 
melakukan rekonsiliasi dengan cara memediasi dan negoisasi 
pihak-pihak yang bertikai dengan mengedapankan adat istiadat 
yang berlaku di tengah masyarakat. hal ini sesuai dengan amanat 
Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 
Sosial dalam pasal 37 disebutkan : 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi 
antara para pihak dengan cara: 
a. perundingan secara damai; 
b. pemberian restitusi; dan/atau 
c. pemaafan. 
Diantaranya melakukan pertemuan dengan kedua Desa 
yang bertitkai terlibat konflik memberikan nasehat, arahan dan 
peringatan bahkan menghadirkan tokoh masyarakat yang paling 
sering dihadirkan adalah Bapak Naparrang Masyhar dia diakui 
masyarakat sebagai negosiator handal. Dari upaya tersebut pihak 
kepolisian serta pemerintah berharap dapat meredam konflik 
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kembali timbul ke permukaan. Tindakan persuasif lainnya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan pemerintah 
adalah dengan menemui pihak-pihak yang berkonflik dan 
memberikan nasihat-nasihat kepada pihak-pihak yang bertikai. 
4. Tindakan Represif 
Setelah melakukan berbagai upaya preventif dan persuasif, 
tentunya salah satu tindakan yang dapat di ambil untuk 
menghentikan konflik adalah dengan melakukan tindakan yang 
bersifat represif. Tindakan represif dilakukan dengan menangkap 
orang-orang yang menjadi pelaku dalam konflik yang terjadi. 
  
Penulis beranggapan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian terhadap para pelaku konflik di Kabupaten Luwu Utara 
masih berada pada jalur abu-abu, upaya preventif, persuasif maupun 
represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinilai masih kurang oleh 
kaum-kaum intelektual. Pihak Kepolisian dianggap setengah-setangah 
dalam menangani konflik, hal ini tercermin masih kurangnya upaya-upaya 
pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap potensi 
terjadinya konflik di kabupaten Luwu Utara. Kenyataan itu menimbulkan 
dimensi pandangan bahwa polisi melakukan pembiaran terhadap konflik 
yang terjadi di kabupaten Luwu utara. Hal ini menggambarkan bahwa 
kepolisian telah gagal dalam melaksanakan fungsinya, fungsi kepolisian 
menurut Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia yang dimana salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Tindakan preventif seharusnya dapat dilakukan pihak kepolisian 
dengan menggunakan fungsi intelijen. sesuai dengan Pasal 4 Undang-
Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang berbunyi 
Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan 
tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, 
penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman 
yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan 
nasional. Sebetulnya dengan mengefektifkan peran intelijen seharusnya 
pihak kepolisian dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dengan 
menganalisa berbagai kemungkinan konflik yang ada. Namun nyatanya 
entah karena tidak efektifnya peran intelejen ataukah karena memang 
potensi konflik yang sulit terdeteksi sehingga konflik terbuka masih saja 
sering terjadi. Tindakan preventif lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan 
menghancurkan atau melakukan pengelolaan terhadap penyebab konflik 
secara berkala, seperti minuman keras, penyalagunaan obat-obatan, dan 
geng-geng pemuda, antisipasi bisa dilakukan dengan terlebih dahulu 
melakukan pemetaan terhadap potensi konflik lalu kemudian melakukan 
pengawasan sampai penindakan keras, ini harusnya dilakukan secara 
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terus menerus jangan hanya sekali saja namun yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian hanya sesekali saja tanpa adan tindak lanjut.  
upaya preventif ternyata tidak membuahkan hasil yang 
memuaskan, warga masyarakat yang kemudian sudah terlanjur 
mendendam satu sama lain, membuat perdamaian sulit tercapai 
begitupun dengan tindakan represif dilakukan dengan 
menangkap orang-orang yang menjadi pelaku dalam konflik yang terjadi. 
Dalam melakukan tindakan represif masyarakat menilai polisi masih ragu-
ragu bahkan terkesan takut dalam menindak dan menangkap pelaku 
konflik. Hal ini tercermin dari pengakuan masyarakat yang penulis temui 
yang mengatakan polisi hanya melakukan penangkapan kepada remaja-
remaja yang ikut dalam konflik, tapi sama sekali tidak menangkap pelaku 
yang menjadi tokoh dalam konflik yang terjadi, hal itu di perparah dengan 
proses hukum yang di dapatkan oleh pelaku-pelaku konflik yang terkesan 
tebang pilih. Seperti penuturan salah satu anggota Ops.Reskrim Polisi 
Resort Luwu Utara yang tidak ingin di sebutkan namanya yang 
mengatakan “Polisi menjadi serba salah dek, ketika kami menangkap 
pelaku konflik, maka datanglah anggota dewan yang sok pahlawan 
membebaskan anak-anak itu, belum lagi pernah juga bupati menelpon 
kapolres untuk membebaskan salah satu pelaku konflik, kami kan jadi 
serba salah, karena ini perintah pimpinan”.   
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Dari situ kita dapat menilai bahwa proses penegakan hukum 
yang tebang pilih menjadikan konflik tumbuh subur di kabupaten Luwu 
Utara. Tergerusnya moral masyarakat Luwu utara dan juga bergesernya 
nilai-nilai solidaritas kearah negatif menjadi penyebabnya. Pemerintah 



















Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan maka dapat di 
simpulkan penyebab-penyebab pecahnya konflik hingga terjadinya tindak 
pidana pada konflik yang terjadi, dan upaya yang dilakukan aparat 
kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di 
Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut : 
1. Bergesernya nilai-nilai solidaritas kearah negatif 
 Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena 
masyarakat Luwu Utara dewasa ini lebih sempit dalam memandang 
soidaritas. Yang dianggap solidaritas ialah ikut membantu teman 
dalam perang, ikut memukuli orang-orang yang dianggap musuh 
dan masih banyak hal-hal negatif lainnya, padahal masyarakat 
Luwu Utara di jaman dulu lebih memandang solidaritas sebagai 
budaya gotong royong, seperti gotong royong membajak sawah, 
bergotong royong membangun rumah dan lain sebagainya.  
2. Hilangnya tokoh panutan 
Para pemuda di kabupaten Luwu Utara sulit menemukan 
tokoh panutan yang baik bagi mereka, media yang diharapkan 
memberikan tontonan baik bagi para pemuda justru member 
tontonan yang semakin meruntuhkan moral pemuda, cinta-cintaan, 
kekerasan, dan mengumbar syahwat menjadi tontonan yang buruk 
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bagi pemuda. Begitu juga dengan para kaum intelektual seperti 
mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi 
para pemuda justru mempertontonkan tindakan-tindakan anarkis 
yang kemudian di contoh oleh para pemuda. 
c. Primordialisme/Sukuisme 
Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang 
berlebihan. Sikap-sikap primordial ditunjukkan oleh masyarakat 
yang ada di Kabupaten Luwu Utara, sehingga rentan akan 
singgungan dan hasutan dari pihak luar. Terlalu seringnya 
masyarakat berada pada lingkungan yang sama menumbuhkan 
sikap-sikap primordial yang sempit, hal itu di perparah dengan tidak 
meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan 
antarmasyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Situasi ini seperti bom 
waktu, yang kapan saja bisa meledak. 
d. Kurangnya ruang berkumpul dan aktualisasi diri 
Dikabupaten Luwu Utara sangat kurang ruang-ruang publik 
dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan interaksi, 
sehingga masyarakat terjebak dalam sikap-sikap primordial. 
Ditambah dengan kurangnya sarana untuk aktualisasi diri, sehingga 
potensi-potensi yang di miliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadi 
terkungkung yang kemudian mereka alihkan pada ruang-ruang 
aktualisasi diri yang bersifat negative, seperti terlibat dalam perang 
antar desa yang terjadi saat ini. 
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e. Kurangnya lapangan pekerjaan 
Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor 
penyebab karena sama seperti pada poin yang sebelumnya hal ini 
membuat masyarakat tidak memiliki kegiatan positif yang dapat 
dilakukan, hal ini juga berdampak bagi perekonomian masyarakat 
dikabupaten Luwu Utara yang akhirnya menimbulkan kecemburuan 
social diantara mereka. 
f. Lemahnya penegakkan supremasi hukum 
Dikabupaten Luwu Utara penerapan hukum tebang pilih 
masih sering terjadi, dimana mereka yang punya uang ataupun 
punya relasi dengan para pejabat berwenang menjadi kebal hukum. 
Hal itu menjadi pelumas bagi mulusnya tindak kriminal yang terjadi 
di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu juga berdampak terhadap 
menurunnya kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum yang 
dalam hal ini adalah pihak kepolisian dimata masyarakat, sehingga 
masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak takut lagi dengan pihak 
kepolisian. Allah SWT berfirmana dalam Al-Qur’an “Hai daud, 
sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena 
mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S Shaad : 26). 
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Aparat kepolisian bersama dengan Pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang 
terjadi di kabupaten luwu Utara, dari banyak upaya yang telah 
dilakukan, penulis menilai hampir kesemuanya sia-sia dan tak 
memberi dampak positif bagi proses penyelesaian konflik di 
Kabupaten Luwu Utara. Hal itu terjadi karena tidak adanya 
pengawasan yang serius dari kedua instansi ini untuk 
mensukseskan berbagai upaya yang mereka ambil. Tidak adanya 
tindak lanjut dari serangkaian upaya penyelesaian konflik 
menjadikan berbagai upaya itu hanya menjadi suatu ceremony 
belaka yang kemudian terlupakan begitu saja. Perlu ada 
keseriusan dari pihak Aparat Kepolisian dengan Pemerintah jika 




Dari kesimpulan di atas maka penulis  menyarankan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk melakukan beberapa 
hal yang penulis tuangkan dalam solusi berikut ini : 
1. Pihak Aparat Kepolisian bersama Pemerintah lebih melakukan 
pengawasan yang serius agar konflik tidak terjadi seperti : 
a. Melakukan penyisiran atau rasia secara rutin terhadap 
minuman keras, narkotika, dan obat-obatan secara berkala. 
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b. Lebih mengoptimalkan pos-pos polisi disetiap perbatasan, 
karena pos polisi terkadang hanya sebagai pajangan saja 
jarang diisi oleh personil polisi. 
c. Menambah personil dan kelengkapan alat keamanan, seperti 
mobil water canon, senjata gas air mata, peluru karet dan 
kelengkapan lainnya, melihat maraknya tindak kriminal yang 
terjadi di kabupaten Luwu Utara yang melibatkan masyarakat 
dalam jumlah besar seharusnya pihak kepolisian menambah 
personilnya yang selama ini dikatakan sangat kurang dalam 
melakukan penanganan terhadap kejahatan yang melibatkan 
banyak orang.  
2. Penegakan supremasi hokum, hal ini menjadi hal yang sangat 
penting Karena menjadi poros terdepan bagi keamanan dan 
ketertiban daerah, seluruh pihak terkait harus membuat 
kesepakatan untuk mendukung penegakkan supremasi hukum 
secara bersama-sama. Demi keamanan dan ketertiban daerah 
kabupaten Luwu Utara. 
3. Mengeluarkan penetapan status keadaan konflik, hal ini menjadi 
cara terakhir ketika polri dan pemerintah daerah tidak mampu lagi 
menangani situasi konflik yang terjadi di Kabupeten Luwu Utara. 
Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.7 Tahun 2012 
Tentang penanganan Konflik Sosial yang berbunyi “Status 
Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat 
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dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan”. 
Dengan penetapan status keadaan konflik, maka proses 
penanganan konflik menjadi lebih sistematis dan melibatkan 
pemerintah pusat secara langsung, juga dapat melibatkan TNI 
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